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ABSTRACT 
 

The registration of transfers of land ownership is an essential part of 

maintaining land registration records because it ensures that the registered 

proprietor’s details in the land register and land title certificate remain accurate, 

current, and consistent with the actual legal conditions. At the Bogor Regency II 

Land Office, the implementation of land ownership transfer registration still faces 

delays in processing applications, creating uncertainty and affecting public 

satisfaction. This study aimed to assess public satisfaction, identify the highest and 

lowest rated service elements, and formulate measures to improve service delivery. 

This study employed an explanatory sequential mixed-methods design. 

Quantitative data were collected through questionnaires distributed to 240 

applicants selected using simple random sampling and analysed using Indonesia’s 

Community Satisfaction Index. The quantitative findings were further examined 

through interviews, document review, and direct observation to obtain a 

comprehensive understanding of service implementation and the factors influencing 

public satisfaction. 

The results showed that the Community Satisfaction Index score was 77.172, 

corresponding to service grade B with a Good performance rating. The service 

outcome element received the highest score of 3.542, indicating that the issued land 

title certificates were consistent with the applications, complete, accurate, and 

contained minimal errors. The processing time element received the lowest score of 

2.057. Delays were caused by limitations in the electronic land administration 

system, insufficient human resources, and incomplete or inconsistent application 

documents. Service improvements should focus on strengthening digital system 

reliability, evaluating workloads, improving staff competence, providing clear 

information regarding requirements, and strengthening coordination among 

applicants, Land Deed Officials, and the Land Office. 

Keywords: Public Satisfaction, Transfer Of Land Ownership, Land Registration 

Records, Community Satisfaction Index, Land Administration. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendaftaran Tanah merupakan upaya pemerintah untuk menyediakan 

dasar hukum yang kuat bagi pemberian kepastian hukum pada bidang tanah 

yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta 

pembangunan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dalam pelaksanaannya 

diarahkan untuk memudahkan pelayanan yang cepat, murah namun tetap 

menjamin kepastian hukum guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Demi terwujudnya data pertanahan yang akurat dan terkini, 

perlu peran aktif dari masyarakat karena Badan Pertanahan Nasional secara 

umum hanya mencatatkan perubahan data tersebut di dalam sertipikat dan buku 

tanah (Nugroho & Astuti, 2020). Untuk itu, setiap perubahan hak atas tanah, 

peralihan hak, pembebanan, atau pemecahan wajib didaftarkan oleh pemegang 

hak untuk menjaga keakuratan data pertanahan. 

Pemeliharaan data pendaftaran tanah sangat diperlukan bagi tanah-tanah 

yang telah terdaftar dan mengalami perubahan baik dari sisi fisik maupun 

yuridisnya, untuk itu perubahan data tersebut wajib didaftarkan oleh pemegang 

hak yang bersangkutan agar memperoleh kepastian hukum yang jelas dan 

sesuai (Nugroho & Astuti, 2020). Salah satu bentuk pemeliharaan data yang 

paling sering dilakukan adalah pendaftaran peralihan hak atau yang dikenal 

dengan istilah balik nama, yang terjadi akibat adanya jual beli. Jual beli tanah 

merupakan suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dari 

pemilik atau pemegang hak atas tanah sebagai penjual kepada pihak lain 

sebagai pembeli, yang pada saat itu diserahkan sejumlah uang sebagai harga 

oleh pembeli kepada penjual (Wirayudha dkk., 2023). Peralihan hak atas tanah 

menjadi penting karena merupakan legitimasi yuridis yang sah atas 

berpindahnya hak kepemilikan dan memberikan perlindungan hukum bagi 
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pemilik baru melalui pencatatan dalam pendaftaran tanah, di mana sertipikat 

yang diterbitkan menjadi alat bukti kepemilikan yang kuat serta menjamin 

kepastian hukum (Susilaningsih, 2017). 

Peralihan hak atas tanah melalui proses balik nama sertipikat merupakan 

suatu proses yang menjadikan bukti autentik suatu hak yang menghubungkan 

antara subjek pemilik hak dan objek tanah sebelum dan sesudah secara sah 

menurut hukum (Nugroho & Astuti, 2020). Dalam pelaksanaan balik nama 

sertipikat atas tanah, telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

yang mengatur setiap tahapan pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, pelayanan pendaftaran 

peralihan hak atas tanah melalui balik nama sertipikat memiliki standar waktu 

penyelesaian selama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan 

lengkap dan memenuhi persyaratan. Namun demikian, dalam praktik 

penyelenggaraan pelayanan pertanahan masih sering ditemukan adanya 

keterlambatan penyelesaian, bahkan hingga berbulan-bulan, sehingga 

sertipikat yang diajukan oleh pemohon mengalami keterlambatan. Kondisi ini 

berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat serta 

memengaruhi persepsi terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor 

Pertanahan. 

Pelayanan pertanahan menjadi ujung tombak interaksi antara masyarakat 

dan pemerintah, sekaligus menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam 

menyelenggarakan suatu pelayanan pertanahan yang berorientasi pada 

kepuasan masyarakat. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah 

berdasarkan hasil pelayanan pertanahan yang diterima, karena hasil pelayanan 

pertanahan menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dapat 

dirasakan masyarakat (Damayanti dkk., 2019). Dalam hal ini, keberhasilan 

pemerintah untuk membangun kinerja pelayanan pertanahan secara 

profesional, efektif, efisien dan akuntabel akan mengangkat citra positif 

pemerintah di mata masyarakatnya. Selain itu, peningkatan pelayanan 
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pertanahan perlu didukung oleh upaya perbaikan yang berkelanjutan, baik dari 

sisi prosedur, sumber daya manusia, maupun pemanfaatan teknologi. 

Kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam 

menilai mutu pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan, karena tingkat 

kepuasan yang tinggi mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan 

pertanahan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai 

pengguna layanan (Azwar, 2019). Pelayanan terhadap masyarakat merupakan 

salah satu tugas utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagai bentuk tanggung jawab 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat merupakan 

kegiatan untuk mengukur secara menyeluruh tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan.  

Pengukuran ini sejalan dengan konsep kepuasan yang dikemukakan oleh 

Kotler (2000) dalam Riyadi dkk. (2015) menyatakan bahwa kepuasan 

merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul sebagai hasil 

perbandingan antara kinerja atau hasil pelayanan yang diterima dengan harapan 

pelanggan. Tingkat kepuasan masyarakat dalam konteks ini menggambarkan 

sejauh mana suatu pelayanan yang diberikan mampu memenuhi atau melampaui 

harapan masyarakat sebagai pengguna layanan, sekaligus menuntut penyedia 

layanan untuk terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan pengembangan terhadap 

pelayanan secara berkelanjutan guna meningkatkan kinerja pelayanan serta 

membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertanahan.  

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II karena 

instansi tersebut menyelenggarakan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran 

tanah, khususnya pelayanan balik nama sertipikat, yang sesuai dengan fokus 

penelitian. Pemilihan lokasi ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan 

normatif, tetapi juga pada temuan awal peneliti di lapangan. Berdasarkan 

observasi awal, pelayanan peralihan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 
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II menunjukkan bahwa unsur waktu penyelesaian layanan menjadi salah satu hal 

yang mendapat perhatian dari masyarakat. Selain itu, berdasarkan pengamatan 

awal peneliti, pelayanan peralihan hak merupakan salah satu layanan yang sering 

diajukan di kantor tersebut, sehingga relevan untuk dijadikan lokasi penelitian 

mengenai kepuasan masyarakat. Dengan karakteristik tersebut, Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bogor II dinilai dapat memberikan gambaran empiris 

yang memadai untuk mengkaji tingkat kepuasan masyarakat serta 

merekomendasikan upaya perbaikan pelayanan peralihan hak yang lebih efektif, 

efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. 

Penelitian mengenai pelayanan peralihan hak di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bogor II memiliki relevansi yang penting untuk dilaksanakan. 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan peralihan hak, sehingga dapat diketahui adanya 

kesenjangan antara standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan pelayanan 

yang dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi 

bahan evaluasi bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II dalam menilai 

kinerja pelayanan, khususnya pada unsur prosedur dan waktu penyelesaian. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi bagi 

peningkatan kualitas pelayanan peralihan hak agar lebih efektif, efisien, dan 

berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan 

dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang 

pertanahan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara 

layanan pertanahan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pada penelitian di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan peralihan hak 

sebagai bentuk pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bogor II? 
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2. Unsur pelayanan manakah yang memperoleh nilai kepuasan tertinggi dan 

terendah dalam proses pelayanan peralihan hak di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bogor II? 

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Bogor II untuk meningkatkan pelayanan peralihan hak berdasarkan hasil 

analisis kepuasan masyarakat? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: 

a. Mengetahui dan menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan peralihan hak sebagai bentuk pemeliharaan data pendaftaran 

tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II. 

b. Mengetahui dan menganalisis unsur pelayanan yang memperoleh 

tingkat kepuasan tertinggi dan terendah dalam proses pelayanan 

peralihan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II. 

c. Menyusun rekomendasi perbaikan pelayanan peralihan hak di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bogor II berdasarkan hasil analisis kepuasan 

masyarakat 

2. Kegunaan Akademis 

a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu administrasi 

pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan analisis kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan. 

3. Kegunaan Praktis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk 

menerapkan teori dan konsep kepuasan masyarakat serta pelayanan 

pertanahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan, kemampuan analisis, dan pengalaman akademik peneliti 

dalam melakukan penelitian. 

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana 

penyampaian aspirasi dan pengalaman masyarakat terkait pelayanan 

peralihan hak sebagai bentuk pemeliharaan data pendaftaran tanah di 
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Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, sekaligus memperkuat posisi 

masyarakat melalui data kepuasan yang objektif, sehingga masukan 

dan kebutuhan masyarakat dapat dijadikan dasar dalam mendorong 

peningkatan pelayanan pertanahan. 

c. Bagi instansi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

evaluasi dan masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II 

dalam meningkatkan pelayanan peralihan hak, sehingga mampu 

meningkatkan kepuasan masyarakat serta kepercayaan masyarakat 

terhadap pelayanan pertanahan. 

D. Batasan Penelitian 

Untuk memperjelas fokus penelitian, maka penelitian ini diberi batasan-

batasan seperti berikut ini: 

1. Penelitian ini hanya menilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

peralihan hak sebagai bentuk pemeliharaan data pendaftaran tanah di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II. 

2. Penelitian tidak membahas jenis pelayanan pertanahan lainnya. 

3. Unsur yang dikaji meliputi persyaratan, sistem, mekanisme dan 

prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis 

pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan 

pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana dalam 

penyelenggaraan pelayanan.
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan peralihan hak sebagai bentuk pemeliharaan 

data pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan peralihan hak di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bogor II pada periode penelitian April–Mei 2026 

berada pada kategori “Baik”. Hal ini dibuktikan melalui hasil perhitungan 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang memperoleh nilai sebesar 77,172. 

Nilai tersebut berada dalam rentang mutu pelayanan 76,61–88,30, sehingga 

pelayanan peralihan hak memperoleh predikat mutu pelayanan “B” dengan 

kategori kinerja “Baik”. Berdasarkan hasil penelitian pada periode tersebut, 

pelayanan peralihan hak yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Bogor II secara umum telah mampu memenuhi kebutuhan dan harapan 

masyarakat pengguna layanan. Meskipun demikian, masih terdapat 

beberapa unsur pelayanan yang perlu mendapatkan perhatian dan 

peningkatan, khususnya unsur yang memperoleh nilai kepuasan lebih 

rendah, agar kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan secara optimal. 

2. Unsur pelayanan yang memperoleh nilai kepuasan tertinggi adalah unsur 

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, sedangkan unsur terendah adalah 

Waktu Penyelesaian. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

memperoleh nilai rata-rata kelompok sebesar 3,542, yang menunjukkan 

bahwa masyarakat menilai hasil akhir pelayanan berupa sertipikat telah 

sesuai dengan permohonan, lengkap, benar, dan minim kekeliruan. Selain 

itu, unsur Biaya/Tarif juga memperoleh nilai tinggi sebesar 3,497 karena 

dinilai terbuka dan sesuai ketentuan. Sementara itu, unsur Waktu 

Penyelesaian memperoleh nilai terendah sebesar 2,057, yang menunjukkan 
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bahwa masyarakat masih merasakan adanya ketidakpastian dan 

keterlambatan dalam proses penyelesaian pelayanan peralihan hak.  

3. Upaya peningkatan pelayanan peralihan hak perlu difokuskan pada 

perbaikan unsur waktu penyelesaian tanpa mengabaikan unsur pelayanan 

lainnya. Perbaikan dapat dilakukan melalui optimalisasi sistem elektronik 

dan infrastruktur digital, khususnya aplikasi KKP, agar proses verifikasi 

data dapat berjalan lebih lancar. Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten 

Bogor II perlu melakukan evaluasi beban kerja, penyesuaian jumlah 

petugas, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan atau bimbingan 

teknis. Upaya lain yang juga penting adalah memperkuat sosialisasi 

persyaratan kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi dengan PPAT 

agar kesalahan administrasi dapat diminimalkan, serta membenahi sarana 

dan prasarana pelayanan agar masyarakat merasa lebih nyaman saat 

mengakses layanan. Dengan perbaikan tersebut, pelayanan peralihan hak 

diharapkan dapat menjadi lebih cepat, jelas, tertib, dan memberikan 

kepastian hukum bagi masyarakat.  

B. Saran 

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II 

Pihak instansi disarankan untuk segera mengoptimalkan kinerja 

sistem elektronik dan infrastruktur digitalnya (KKP) melalui 

pemeliharaan perangkat keras dan jaringan secara berkala, serta 

menyiapkan prosedur darurat (SOP mitigasi) apabila sistem mengalami 

gangguan agar pelayanan tidak terhenti. Selain itu, kantor perlu 

melakukan evaluasi beban kerja untuk mendistribusikan pegawai secara 

lebih proporsional ke unit yang memiliki mobilitas tinggi, yang 

diimbangi dengan penyelenggaraan bimbingan teknis rutin bagi petugas 

untuk meningkatkan ketelitian pemeriksaan berkas. Guna menekan 

angka kesalahan administratif, instansi juga perlu memperkuat sosialisasi 

persyaratan kepada masyarakat melalui media sosial, serta menjalin 

koordinasi dan evaluasi rutin bersama mitra kerja (PPAT). Kantor 

pertanahan perlu mengalokasikan anggaran untuk membenahi sarana 
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fisik, seperti memperluas ruang tunggu, dan melengkapi fasilitas umum 

seperti musala dan toilet agar kenyamanan masyarakat lebih terjamin. 

2. Bagi Pemohon 

Masyarakat sebagai pengguna layanan disarankan untuk lebih teliti 

dan proaktif dalam mempersiapkan seluruh kelengkapan dokumen 

persyaratan sebelum mengajukan permohonan peralihan hak. Pemohon 

harus memastikan bahwa data identitas pada sertipikat selaras dengan 

Akta Pemindahan Hak, serta wajib melampirkan surat kuasa yang sah 

apabila proses pengurusannya diwakilkan kepada pihak lain. Selain itu, 

pemohon diharapkan dapat memanfaatkan dengan baik berbagai media 

informasi dan sosialisasi yang telah disediakan oleh Kantor Pertanahan, 

agar dapat memahami alur prosedur secara utuh dan meminimalisasi 

kesalahan administratif yang dapat menghambat waktu penyelesaian 

dokumen. 
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